
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Literatur 

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Raih Asa Sukses 

(Penebar Swadaya Grup). 2014. 

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 

Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika 2007 

Amirudin dan Zaintu kesimpual Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT 

Raja Grafindo, Jakarta, 2004. 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 1999. 

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 

2010. 

Hermansyah, SH., M.Hum., Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada 

Media, Jakarta, 2005. 

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008. 

Rachmadi Usman, aspek-aspek hukum perbankan diindonesia, PT Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2001. 

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press,2012 

Subekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Penerbit: Alumni  Bandung, 

1976. 

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait, PT raja 

Grafindo Persada Jakarta 1996 



 

 
 

Zainal Asikin Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia ,  Pt Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 1997. 

Otoritas Jasa KeuanganDepartemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Booklet 

Perbankan Indonesia 2014. 

Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, 

Pembubaran dan Likuidasi Bank. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tentang Tindak Lanjut 

Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan 

Khusus. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 20/POJK.03/2014, tentang 

Bank Perkreditan Rakyat. 

Website 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/03/nkml1b-banyak-

bpr-tak-sehat diakses pada 21 Maret 2016 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/03/nkml1b-banyak-bpr-tak-sehat
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/03/03/nkml1b-banyak-bpr-tak-sehat


 

 
 

http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/38537/bpr-muaro-paiti-dilikuidasi 

diakses pada hari minggu 1 mei 2016 

http://finansial.bisnis.com/read/20150711/90/452412/ojk-cabut-izin-bpr-carano-

nagari diakses pada hari sabtu tangga l 9 februari 2016 

https://m.tempo.co/read/news/2011/08/04/087349962/banyak-bpr-tutup-karena-

kredit-macet diakses pada hari minggu 1 mei 2016 

Wawancara dengan ibuk Irina Sucieska, pengawas BPR Mitra Bunda Mandiri. 

 

 

 

 

http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/38537/bpr-muaro-paiti-dilikuidasi
http://finansial.bisnis.com/read/20150711/90/452412/ojk-cabut-izin-bpr-carano-nagari
http://finansial.bisnis.com/read/20150711/90/452412/ojk-cabut-izin-bpr-carano-nagari
https://m.tempo.co/read/news/2011/08/04/087349962/banyak-bpr-tutup-karena-kredit-macet
https://m.tempo.co/read/news/2011/08/04/087349962/banyak-bpr-tutup-karena-kredit-macet

